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ABSTRAK 
 Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk menentukan ukuran atau lamanya 
suatu ancaman pidana (strafmaat) sebagai sarana memaksakan keberlakuan atau dapat 
ditaatinya ketentuan pidana. Praktek penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan di 
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, ditemui adanya putusan yang menjatuhkan 
ancaman pidana kepada Terdakwa dengan menerobos aturan minimum khusus sebagai mana 
yang telah diatur dalam UU PPPH dalam putusan Hakim Perkara Nomor 94/Pid.Sus/2015/PN 
Psb sehingga tidak sesuai dari tujuan hukum itu sendiri. Dalam tesis ini dibahas bagaimanakah 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dalam perkara 
tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan dalam 
Perkara Nomor 94/Pid.Sus/2015/PN Psb dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus dalam perkara tindak pidana 
mengangkut hasil hutan kayu tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan dalam Perkara Nomor 
94/Pid.Sus/2015/PN Psb ditinjau dari teori tujuan hukum.Penelitian ini menggunakan metode 
pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian 
memperlihatkan:1) Hakim dalam pertimbangan menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana 
minumum khusus mempertimbangkan filosofi pemidanaan, serta berdasarkan atas keadilan 
dan kemanfaatan putusan Hakim bagi Terpidana, selain itu, juga melakukan pendekatan 
melalui penafsiran hukum dan menimbang aspek non yuridis dari pelaku baik secara subjektif 
maupun objektif; 2) Teori tujuan hukum, maka Hakim menerapkan teori keadilan dan 
kemanfaatan dalam putusannya, namun putusan Hakim demikian dapat membuka potensi bagi 
ketidakpastian hukum bagi penerapan pidana sejenis. Pemerintah dan DPR perlu melakukan 
revisi terhadap UU PPPH dengan mengakomodir pasal berkaitan ruang bagi hakim dalam 
menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus dalam hal-hal tertentu, serta 
Mahkamah Agung perlu menerbitkan SEMA berkaitan kondisi yang memungkinkan 
penerapan pidana di bawah ancaman minimum khusus terhadap pelanggaran Pasal 83 ayat (1) 
huruf b UU PPPH.  
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ABSTRACT 
Judges have very broad freedom to determine the size or duration of a criminal threat 
(strafmaat) as a means of enforcing the enforcement or compliance with criminal 
provisions. In the practice of law enforcement against forestry crimes in the Legal Area of 
the West Pasaman District Court, it was found that there was a decision that imposed a 
criminal threat on the Defendant by breaking through special minimum rules as regulated 
in the PPPH Law in the Judge Decision on Case Number 94 / Pid. Sus / 2015 / PN Psb so 
it is not following the purpose of the law itself. In this thesis, it is discussed how the judge's 
consideration in imposing a sentence below the specific minimum in a criminal case of 
transporting timber forest products without a certificate of legal forest products in Case 
Number 94 / Pid. Sus / 2015 / PN Psb and how is the judge's consideration in imposing 
crimes under Specific minimum criminal threats in criminal cases of transporting timber 
forest products without a forest product legal certificate in Case Number 94 / Pid.Sus / 
2015 / PN Psb in terms of legal objectives theory. This study uses a normative juridical 
approach using secondary data. The research shows 1) Judges in the consideration of 
imposing a sentence under the threat of a special minimum punishment consider the 
philosophy of punishment, as well as based on the fairness and usefulness of the Judge's 
decision for the convict, besides that, also take an approach through legal interpretation 
and consider the non-juridical aspects of the perpetrator both subjectively as well as 
objective; 2) The theory of legal objectives, the Judge applies the theory of justice and 
benefit in his decision, however, such a Judge's decision can open up the potential for 
legal uncertainty for the application of similar crimes. The government and the DPR need 
to revise the PPPH Law by accommodating articles relating to space for judges to impose 
crimes under specific minimum criminal threats in certain cases, and the Supreme Court 
needs to issue SEMA regarding conditions that allow the application of crimes under a 
specific minimum threat to violations. Article 83 paragraph (1) letter b of the PPPH Law. 
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